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BAB II 

AKTA HIBAH MENURUT HUKUM ISLAM 

DAN HUKUM POSITIF 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Akta Hibah Menurut Hukum Islam dan 

Hukum Positif 

1.Akta Hibah Menurut Hukum Islam 

a.  Definisi Akta Hibah 

Indonesia mempunyai berbagai macam suku, budaya, dan 

agama. Dan Indonesia merupakan Negara hukum yang menggunakan 

dasar hukum Islam dan hukum positif. Ada juga hukum adat akan 

tetapi yang menjadi acuan dasar hukum yang paling utama adalah 

hukum Islam dan hukum positif. 

Menurut hukum Islam, hibah memiliki berbagai definisi yang 

berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan perbedaan pendapat antara 

orang-orang ahli ilmu agama dan ahli hukum Islam. 

  Sedangkan kata hibah adalah bentuk masdar dari kata wahaba 

artinya memberi.1 Dan jika subyeknya Allah berarti memberi 

karunia, atau menganugrahi (Q.S. Ali Imran, 3:8, Maryam, 19:5, 49, 

50, 53). Dalam pengertian istilah, hibah adalah pemilikan sesuatu 

                                                           
1 A. W. Munawir, Kamus Al-Munawir, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997, Cet. 14, 

hlm. 1584 
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benda melalui transaksi (Aqad) tanpa mengharap imbalan yang telah 

diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.2  

Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah 

pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri 

kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun.3 

Di dalam syara’, hibah berarti akad yang pokok persoalan 

pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia 

hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan 

hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak 

diberikan kepadanya hak pemilikan, maka hal itu disebut i’aarah 

(pinjaman).4 

Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g), hibah adalah 

pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari 

seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. 5 

Terdapat beberapa definisi hibah yang dikemukakan oleh para 

ulama : 

                                                           
2  Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1998, Cet. III, hlm 466 
3 Abdul Aziz Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar van 

Hoeve, 1996, hlm 540  
4 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 14 (Terjemah), Jakarta:Pena Pundi Aksara, 1997, 

Cet  9, hlm 167  
5 Tim Redaksi Fokusmedia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokusmedia, 2007, 

Cet II, hlm 56  
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1. Abd al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib 

al-Arba’ah.6 menghimpun empat definisi hibah dari empat 

mazhab, yaitu menurut mazhab Hanafi, hibah adalah 

memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan 

seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan 

milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang 

diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi’I dengan 

singkat menyatakan bahwa hibah menurut pengertian umum 

adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup. 

2. Definisi yang lebih rinci dan komprehensif dikemukakan ulama 

mazhab Hambali. Ulama mazhab Hambali mendefinisikannya 

sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang 

mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan 

hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun 

tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan.7 

                                                           
6  Abd al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah, Beirut: 

Dar al-Fikr,t.th, Juz 3, hlm 289-292. 
7  Ibid 
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3. Menurut Teungku Muhammad Hasbie Ash-Shiddieqy hibah 

ialah mengalih hak milik kepada orang lain secara Cuma-Cuma 

tanpa adanya bayaran.8 

4. Menurut As Shan’ani dalam kitab Subulussalam yang 

diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad mengatakan bahwa 

hibah adalah pemilikan harta dengan akad tanpa mengharapkan 

pengganti tertentu pada masa hidup.9 

5. Definisi dari Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi,10 hibah 

adalah memberikan sesuatu yang dilestarikan dan dimutlakkan 

dalam hubungannya dengan keadaan ketika masih hidup tanpa 

ada ganti, meskipun dari jenjang atas. 

6.  Menurut M. Ali Hasan hibah adalah pemberian atau hadiah yaitu 

suatu pemberian atau hadiah, yaitu suatu pemberian yang 

dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah 

tanpa mengharapkan balasan apa pun.11 

                                                           
8 Teungku Muhammad Hasbie Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah, Cet.4, 

Semarang:PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm 98. 
9 Abu Bakar Muhammad, Subulussalam (Terjemah), Surabaya: Al-Ikhlas , 1995, hlm 

319 
10 Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, Fath al-Qarib al-Mujib, Semarang: 

Pustaka Alawiyah, t.th, hlm 39 
11 M. Ali Hasan, Berbagai macam transaksi dalam Islam, Cet.1, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2003, hlm, 76.  
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7. Senada dengan Drs. Hamid Farihi, M.A., juga berpendapat 

bahwa hibah didefinisikan sebagai akad yang dilakukan dengan 

maksud memindahkan milik seseorang kepada orang lain ketika 

masih hidup dan tanpa imbalan.12 

b. Dasar Hukum Akta Hibah 

Dalam Al-Qur’an, penggunaan kata hibah digunakan dalam 

konteks pemberian anugerah Allah SWT kepada utusan-utusan-

Nya, doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba-Nya, terutama 

para nabi, dan menjelaskan sifat Allah Yang Maha Memberi 

Karunia. Namun ayat ini dapat digunakan petunjuk dan anjuran 

secara umum, agar seseorang memberikan sebagian rezekinya 

kepada orang lain. Misalnya, QS. Al-Baqarah ayat 262.13  
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Artinya : Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, 
Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu 
dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak 

                                                           
12 Chuzaimah dan HafiznAnshary AZ. (Editor), Problematika Hukum Islam 

kontemporer III, Cet.3, Jakarta: Pustaka firdaus, 2004, hlm. 105  
13 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grasindo 

persada,1995, hlm 467 
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menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di 
sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan 
tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S Al- Baqarah : 262)14 

 

Firman Allah juga : 
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Artinya : Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang Telah kami 

berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah 
seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, 
Mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai 
waktu yang dekat, yang menyebabkan Aku dapat bersedekah 
dan Aku termasuk orang-orang yang saleh?"(Al-
Munafiqun: 10)15 

   

  Jumhur fuqaha berpegang bahwa ijma’ (kesepakatan) telah 

terjadi tentang bolehnya seseorang dalam keadaan sehatnya 

memberikan seluruh hartanya kepada orang asing sama sekali di luar 

anak-anaknya. Jika pemberian seperti ini dapat terjadi untuk orang 

asing, maka terlebih lagi terhadap anak. Alasan mereka adalah hadits 

Abu Bakar yang terkenal, bahwa ia memberi ‘Aisyah pecahan-
                                                           

14  Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan 
Terjemah, Jakarta, 1971, hlm. 66 

15 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, Al-Qur’an dan 
Terjemah, Op.Cit. hlm. 938  
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pecahan seberat 20 wasaq dari harta hutan. Pada saat menjelang 

wafatnya, Abu Bakar berkata: 

جْمَاعَ  أَن : ورِ الْجُمْهُ  وَعُمْدَةُ  عَقِدٌ  الإِْ تِهِ  فِي يَـهَبَ  أَنْ  لِلرجُلِ  أَن  عَلَى مُنـْ جَمِيعَ  صِح 
 وَاحْتَجوا. أَحْرَى لِلْوَلَدِ  فـَهُوَ  لِلأَْجْنَبِي  ذَلِكَ  كَانَ  فَإِن أَوْلاَدِهِ، دُونَ  لِلأَْجَانِبِ  مَالِهِ 

 مَالِ  مِنْ  وَسْقًا عِشْريِنَ  جَذَاذَ  عَائِشَةَ  نَحَلَ  كَانَ  أنَهُ  الْمَشْهُورِ  بَكْرٍ  أبَِي بِحَدِيثِ 
ا الْغَابةَِ، هِ : قَالَ  الْوَفَاةُ، حَضَرَتْهُ  فـَلَمةُ  ياَ وَاللاسِ  مِنَ  مَا بُـنـَيأَحَدٌ  الن  أَحَب  غِنًى إِلَي 
 عِشْريِنَ  جَذَاذَ  نَحَلْتُكِ  كُنْتُ  وَإِني مِنْكِ، بَـعْدِي فَـقْرًا عَلَي  أَعَز  وَلاَ  مِنْكِ، بَـعْدِي
  .وَارِثٍ  مَالُ  الْيـَوْمَ  هُوَ  وَإِنمَا لَكِ، كَانَ  وَاحْتـَزْتيِهِ  جَذَذْتيِهِ  كُنْتِ  فَـلَوْ  وَسْقًا

  
“Demi Allah, wahai anakku, tidak seorangpun yang kekayannya lebih 
menyenangkan aku sesudah aku selain daripada engkau. Dan tidak 
ada yang lebih mulia bagiku kefakirannya selain daripada engkau. 
Sesungguhnya aku dahulu memberimu pecahan (emas) 20 wasaq. 
Maka jika engkau memecah-mecah dan memilikinya, maka itu 
adalah bagimu. Hanya saja, harta itu sekarang menjadi harta 
waris.” 16 

 
  Mereka berpendapat bahwa maksud hadits tersebut adalah 

nadb (sunnah).  

  Yang jelas al-Qur’an dan hadits banyak sekali menggunakan 

istilah yang konotasinya menganjurkan agar manusia yang telah 

dikarunia rezeki itu mengeluarkan sebagiannya kepada orang lain. 

Kendati istilah-istilah tersebut memiliki ciri-ciri khas yang berbeda, 

                                                           
16

 Ibnu Rusyd, Bidayatul-Mujtahid, juz 4 , Semarang: Asy-Syifa’, 1990, hlm. 113 
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kesamaannya adalah bahwa manusia diperintahkan untuk 

mengeluarkan sebagian hartanya. 

c. Syarat dan Rukun Akta Hibah 

Adapun rukun dan syarat hibah, Ibn Rusyd dalam Bidayah al-

Mujtahid mengatakan bahwa rukun hibah ada tiga, yaitu: 

1) Orang yang menghibahkan (al-wahib) 

a. Pemilik sah dari harta benda yang dihibahkan. 

b. Dalam keadaan sehat, apabila orang yang menghibahkan dalam 

keadaan sakit, hibahnya dibatasi 1/3 saja dari bendanya itu. 

Riwayat ‘Imran ibn Husain menjelaskan tindakan Nabi SAW 

 أَنهُ  سَعْدٍ، بْنُ  قَـيْسُ  أَخْبـَرَنِي جُرَيْجٍ، ابْنِ  عَنِ  الْمَجِيدِ، عَبْدُ  خْبـَرَناَأَ 
 أَعْتـَقَتِ §: يَـقُولُ  الْمُسَيبِ، ابْنَ  سَمِعْتُ : يَـقُولُ  مَكْحُولاً، سَمِعَ 
رَهُ، مَالٌ  لَهَا يَكُنْ  وَلَمْ  لَهَا أَعْبُدٍ  سِتةَ  رَجُلٌ  أَوْ  امْرَأَةٌ   النبِي  فأَتُِيَ  غَيـْ
نـَهُمْ  فأََقـْرَعَ  ذَلِكَ  فِي وَسَلمَ  يْهِ عَلَ  االلهُ  صَلى  قاَلَ  ثُـلُثَـهُمْ  فأََعْتَقَ  بَـيـْ

 افِعِيهُ  رَضِيَ  الشذِي الْمُعْتَقِ  مَرَضِ  فِي ذَلِكَ  كَانَ : عَنْهُ  اللمَاتَ  ال  
  .فيه

“Ketika (Imran ibn Husain) memerdekakan enam orang hamba 
dalam saat menjelang kematiannya, maka Rasulullah SAW. 
Memerintahkan (agar dimerdekakan 1/3nya, dan menetapkan 
sebagai hamba yang lainnya)”17 

                                                           
17  Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Juz 4, Semarang: Asy-Syifa’,1990. hlm 112 
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 Terhadap hadis ini, memang kontroversial. Mayoritas Ulama 

menetapkan hadis tersebut sebagai dasar hibah, karena itu jika 

orang yang menghibahkan dalam keadaan sakit, maka hibah 

yang diberikan paling banyak 1/3 hartanya. 

 Ulama Ahli Zahir memahami hadis tersebut sebagai dasar 

hukum wasiat. Karena itu, hibah tidak ada batasan yang tegas. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan Pasal 210 ayat (1) 

berbunyi sebagai berikut: 

 “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, 
berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan 
sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain 
atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk memiliki”. 

 

 Lebih jauh dikemukakan dalam Pasal 213 KHI bahwa: 

 “Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan 
sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat 
persetujuan dari ahli warisnya”.  

 
 Pembatasan yang dilakukan Kompilasi Hukum Islam, baik dari 

usia maupun 1/3 dari harta pemberi hibah, berdasar 

pertimbangan bahwa usia 21 tahun telah dianggap cakap untuk 

memiliki hak untuk menghibahkan benda miliknya itu. 
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Demikian juga batasan 1/3 harta kecuali jika ahli warisnya 

menyetujui.18 

c. Memiliki kebebasan untuk menghibahkan bendanya itu. 

2) Orang yang menerima hibah 

3) Benda yang dihibahkan, harus milik si penghibah. Apabila milik 

orang lain maka tidak sah hukumnya. 

Adapun syarat-syarat hibah, selain yang mengikuti rukun-

rukun hibah tersebut, para ulama menyebutkan syarat utama adalah 

penerimaannya yaitu dengan cara memberi hibah ada dua macam: 

ucapan dan perbuatan. Ucapan meliputi ijab dan qabul sedangkan 

perbuatan dengan memberikan sesuatu yang menunjukkan makna 

hibah.  

Sedangkan pembuktian dalam hal hibah, dijelaskan menurut 

Sobhi Mahmasoni, yang dimaksud dengan membuktikan suatu perkara 

adalah: “Mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada 

batas yang meyakinkan”. Yang dimaksud meyakinkan ialah apa yang 

                                                           
18

 Ibid, hlm. 471  
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menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil 

itu.19 

Jadi akta hibah dalam hukum Islam tidak menjelaskan secara 

tekstual tentang akta hibah. akan tetapi rukun dan syarat sudah 

dijelaskan secara eksplisit. 

2. Akta Hibah Menurut Hukum Positif 

a. Definisi Akta Hibah 

Dapat diketahui lebih jelas bahwa definisi dan pengertian hibah 

dalam hukum perdata adalah suatu benda yang diberikan secara 

cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan, dan hal tersebut dilakukan 

ketika si penghibah dan penerima hibah masih hidup. 

Menurut kamus ilmiah popular internasional hibah adalah 

pemberian, sedekah, pemindahan hak.20  

Ada beberapa istilah lain yang dapat dinilai sama dengan hibah 

yakni “Schenking” dalam Bahasa Belanda dan “gift” dalam bahasa 

Inggris. Akan tetapi antara “gift” dengan hibah terdapat perbedaan 

mendasar terutama di dalam cakupan pengertiannya. Demikian pula 

antara hibah dengan “Schenking” pun memiliki perbedaan mendasar, 

                                                           
19 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum 

Positif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004, hlm 26  
20 Budiono, Kamus Ilmiah Popular Internasional, Surabaya : Alumni, 2005, hlm 217 
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terutama yang menyangkut masalah kewenangan istri, kemudian 

yang terjadi antara suami dan istri. “Schenking” tidak dapat 

dilakukan oleh istri tanpa bantuan suami. Demikian pula 

“Schenking” tidak boleh antara suami istri. Adapun hibah dapat 

dilakukan oleh seorang istri tanpa bantuan suami, demikian pula 

hibah antara suami istri tetap dibolehkan.21 

Dari beberapa pengertian, hibah dapat disimpulkan suatu 

persetujuan dalam mana suatu pihak berdasarkan atas kemurahan 

hati, perjanjian dalam hidupnya memberikan hak milik atas suatu 

barang kepada pihak kedua secara percuma dan yang tidak dapat 

ditarik kembali, sedangkan pihak kedua menerima baik penghibahan 

ini. Sedangkan akta hibah dalam hukum positif adalah akta yang 

dibuat oleh si penghibah yang ditandatangani, diperbuat untuk 

dipakai sebagai bukti hibah dan untuk keperluan hibah dibuat. 

b. Dasar Hukum Akta Hibah 

Dasar hukum hibah menurut hukum positif diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, hibah diatur dalam Pasal 1666 

yaitu : 

                                                           
21 Sudarsono, Sepuluh Aspek Agama Islam, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994, hlm. 

343 
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“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu 
hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik 
kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima 
hibah yang menerima penyerahan itu. 
Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah diantara 
orang-orang yang masih hidup.”22 

 

Prosedur (Proses) penghibahan harus melalui akta Notaris yang 

asli disimpan oleh Notaris bersangkutan dengan Pasal 1682, yaitu : 

“Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, 
dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta 
notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu” 23 

 
Hibah barulah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila 

pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah 

dinyatakan diterima oleh penerima hibah, atau dengan suatu akta 

otentik telah diberi kuasa pada orang lain. Pada Pasal 1683 KUH 

Perdata menyebutkan : 

”Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu 
akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan 
kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri 
atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima 
hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-
penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau 
akan diberikan kepadanya di kemudian hari. 
Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan didalam surat hibah 
sendiri, maka itu akan dapat dilakukan didalam suatu akta otentik 
terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu 
dilakukan di waktu si penghibah masih hidup; dalam hal mana 

                                                           
22 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm 436 
23 Ibid, hlm 438 
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penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya 
akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya.”24  
 

c. Macam-macam alat bukti tertulis 

Guna mendapatkan suatu keputusan akhir perlu adanya bahan-

bahan mengenai fakta-fakta. Dengan adanya bahan yang mengenai 

fakta-fakta itu akan dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang 

adanya bukti. Kita mengetahui bahwa dalam setiap ilmu 

pengetahuan dikenal tentang adanya pembuktian.  

Dalam hal ini ada beberapa alat dalam perkara perdata yang 

bisa digunakan sebagai bukti, antara lain : 

a. Bukti dengan surat 

b. Bukti dengan saksi 

c. Persangkaan-persangkaan 

d. Sumpah 

Dari beberapa macam alat bukti di atas, sesuai dengan 

permasalahan penulis akan meneliti tentang alat bukti tertulis atau 

surat. 

Alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat 

tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati 

                                                           
24  Ibid, hlm 438-439 
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atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan 

sebagai pembuktian. Surat sebagai alat pembuktian tertulis dapat 

dibedakan dalam akta dan surat bukan akta, sedangkan pengertian 

akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang 

memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang 

dibuat sejak semula dengan sengaja untuk membuktikan.25 

Dan dalam hal akta masuk dalam kategori alat bukti dengan 

surat dalam HIR Pasal 165 disebutkan bahwa : 

“ Surat (akta) yang sah, ialah suatu surat yang diperbuat demikian 
oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk 
membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan 
ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, 
tentang segala hal yang disebut didalam surat itu dan juga tentang 
yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, dalam hal 
terakhir ini hanya jika yang diberitahukan itu berhubungan langsung 
dengan perihal pada surat (akta) itu.26 

 

Kemudian akta masih dapat dibedakan lagi dalam akta otentik, 

akta di bawah tangan dan surat bukan akta. Jadi dalam hukum 

pembuktian dikenal paling tidak tiga jenis surat, yaitu: 

  

                                                           
25  Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty 

Yogyakarta, 2006, hlm. 149  
26  Ropaun Rambe, Hukum Acara lengkap, hlm, 255 
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1. Akta otentik 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1868 

pengertian akta otentik adalah : 

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang 
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan 
pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di 
mana akta dibuatnya.”27 
Berdasarkan Pasal 1868 dapat disimpulkan unsur akta otentik 

yakni: 

1. Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan (Verleden) dalam 
bentuk menurut hukum; 

2. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum; 
3. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang 

berwenang untuk membuatnya di tempat akta tersebut dibuat, 
jadi akta itu harus ditempat wewenang pejabat yang 
membuatnya. 

 

Dan dalam Pasal 1869 

“Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakapnya 
pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam 
bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun 
demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan 
jika ia ditanda tangani oleh para pihak.”28 

 
Dapat disimpulkan bahwa akta otentik adalah surat yang dibuat 

oleh atau dihadapan seseorang pejabat umum yang mempunyai 

wewenang membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan 

                                                           
27  Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hlm 475 
28  Ibid, hlm. 475 
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surat itu sebagai alat bukti. Pejabat umum yang dimaksud adalah 

Notaris, pegawai catatan sipil, juru sita, panitera pengadilan dan 

sebagainya. 

2. Akta di bawah tangan 

Akta dibawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk 

pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.29 

Ada ketentuan khusus mengenai akta di bawah tangan, yaitu akta 

di bawah tangan yang memuat hutang sepihak, untuk membayar 

sejumlah uang tunai atau menyerahkan suatu benda, harus ditulis 

seluruhnya dengan tangan sendiri oleh yang bertanda tangan, suatu 

keterangan untuk menguatkan jumlah atau besarnya atau 

banyaknya apa yang harus dipenuhi, dengan huruf seluruhnya.  

Keterangan ini lebih terkenal dengan “bon pour cent florins”. 

Bila tidak demikian, maka akta di bawah tangan itu hanya dapat 

diterima sebagai permulaan bukti tertulis (Ps. 4 S 1867 No. 29, 

1871 BW, 291 Rbg). 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Pasal 1874 yang 

dalam ayat satu mengatakan: 

                                                           
29 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, hlm. 105  
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“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang 
ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, 
surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat 
tanpa perantaraan seorang pegawai umum.” 30 

  Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata 

terdapat kekhususan akta dibawah tangan, yaitu akta harus 

seluruhnya ditulis tangan si penanda tangan sendiri, atau setidak-

tidaknya, selain tanda tangan, yang harus ditulis dengan tangannya 

si penanda tangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah 

atau besarnya barang atau uang yang terhutang. Apabila 

ketentuannya tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya sebagai 

suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.31  

3. Surat bukan akta 

 Untuk kekuatan pembuktian dari surat yang bukan akta di 

dalam HIR maupun KUH Perdata tidak ditentukan secara tegas. 

Walaupun surat-surat yang bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang 

bersangkutan, tapi pada asasnya tidak dimaksudkan sebagai alat 

pembuktian di kemudian hari. Oleh karena itu surat-surat yang 

demikian itu dapat dianggap sebagai petunjuk ke arah pembuktian. 

                                                           
30 Subekti dan R.Tjitrosudibio, Op.Cit, hlm 476 
31 Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Jakarta:Alumni, 

1992, hlm. 45 
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 Yang dimaksudkan sebagai petunjuk ke arah pembuktian disini 

adalah bahwa surat-surat itu dapat dipakai sebagai bukti tambahan 

ataupun dapat pula dikesampingkan dan bahkan sama sekali tidak 

dapat dipercaya. 

 Jadi dengan demikian surat bukan akta untuk supaya dapat 

mempunyai kekuatan pembuktian, sepenuhnya bergantung pada 

penilaian hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 (2) 

KUH Perdata. 

 Pasal 1881 ayat satu KUH Perdata menentukan sebagai 

berikut: 

“Register-register dan surat-surat urusan rumah tangga tidak 
memberikan pembuktian untuk keuntungan si pembuatnya; adalah 
register-register dan surat-surat itu merupakan pembuktian 
terhadap si pembuatnya: 

1e. di dalam segala hal di mana surat-surat itu menyebutkan  
dengan tegas tentang suatu pembayaran yang telah diterima; 

2e. apabila surat-surat itu dengan tegas menyebutkan bahwa 
catatan yang telah dibuat adalah untuk memperbaiki suatu 
kekurangan di dalam sesuatu alasan hak bagi seorang untuk 
keuntungan siapa surat itu menyebutkan suatu perikatan. 

Pasal 1883 ayat satu KUH Perdata menentukan sebagai berikut : 

“Catatan yang oleh seorang berpiutang dibubuhkan pada suatu alas 
hak yang selamanya dipegangnya, harus dipercayai, biarpun tidak 
ditandatangani maupun diberikan tanggal, jika apa yang ditulis itu 
merupakan suatu pembebasan terhadap si berutang.” 
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 Maka dari itu dapat penulis simpulkan bahwa walaupun surat-

surat yang bukan akta merupakan alat pembuktian yang bebas nilai 

kekuatan buktinya sebagaimana telah diuraikan diatas, tetapi ada 

juga surat-surat yang bukan akta yang mempunyai kekuatan bukti 

yang lengkap,antara lain surat-surat yang ditentukan dalam Pasal 

1881 dan Pasal 1883 KUH Perdata. 

Sedangkan akta hibah menurut hukum positif dalam hukum 

perdata alat bukti tertulis atau surat tercantum dalam Pasal 

138,165,167 HIR/Pasal 164, 285-305 R.bg dan Pasal 1867-1894 

BW serta Pasal 138-147 RV. Pada asasnya di dalam persoalan 

perdata (hibah), alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan 

alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat bukti yang nomor 

satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya.32 

 Dengan demikian, Alat bukti surat merupakan alat bukti 

pertama dan utama. Dikatakan pertama oleh karena alat bukti surat 

gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya 

sedangkan dikatakan utama oleh karena dalam hukum perdata 

(hibah) yang dicari adalah kebenaran formal. Maka alat bukti surat 

                                                           
32  Teguh Samudera, hlm. 36 
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memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat 

pembuktian utama. 

d. Fungsi Akta Hibah 

 Di dalam hukum, akta mempunyai bermacam-macam fungsi. 

Fungsi akta termaksud dapat berupa, antara lain: 

a) Syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum. 

 Suatu akta yang dimaksudkan dengan mempunyai 

fungsi sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu 

perbuatan hukum adalah bahwa dengan tidak adanya atau tidak 

dibuatnya akta, maka berarti perbuatan hukum itu tidak terjadi. 

Dalam hal ini diambilkan contoh sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 1681, 1682, 1683 (tentang cara menghibahkan), 

1945 KUH Perdata (tentang sumpah di muka hakim) untuk 

akta otentik; sedangkan untuk akta di bawah tangan seperti 

halnya dalam Pasal 1610 (tentang pemborongan kerja), Pasal 

1767 (tentang peminjaman uang dengan bunga), Pasal 1851 

KUH Perdata (tentang perdamaian). 
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 Jadi, akta disini maksudnya digunakan untuk 

lengkapnya suatu perbuatan hukum. 

b)  Sebagai alat pembuktian 

 Fungsi suatu akta sebagai alat pembuktian dimaksudkan 

bahwa dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta, maka 

berarti perbuatan hukum tersebut tidak dapat terbukti adanya. 

Dalam hal ini dapat diambilkan contoh dalam pasal 1681, 

1682, 1683 (tentang cara menghibahkan). Jadi disini akta 

memang dibuat untuk alat pembuktian di kemudian hari.33 

 Dari definisi yang telah diketengahkan dimuka jelas 

bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk 

pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian 

dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi 

hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian 

hari.34 

 Seperti telah disinggung di atas bahwa fungsi akta yang 

paling penting di dalam hukum adalah akta sebagai alat 

                                                           
33  Ibid, hlm. 46-47 
34  Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, hlm. 160. 
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pembuktian, maka “daya pembuktian atau kekuatan 

pembuktian akta akan dapat dibedakan ke dalam tiga macam”35  

yaitu: 

a. Kekuatan Pembuktian Lahir (pihak ketiga) 

 Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahir 

ialah kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan 

lahir, apa yang tampak pada lahirnya: yaitu bahwa surat 

yang tampaknya (dari lahir) seperti akta, dianggap 

(mempunyai kekuatan) seperti akta sepanjang tidak terbukti 

sebaliknya.36 Jadi surat itu harus diperlakukan seperti akta, 

kecuali ketidakotentikan akta itu dapat dibuktikan oleh 

pihak lain. Misalnya dapat dibuktikan bahwa tanda tangan 

yang di dalam akta dipalsukan. 

 Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber 

pada kenyataan.37 

  

                                                           
35 A Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Intermasa, 

1978, hlm. 56-57, Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, hlm. 160, Subekti dan R.Tjitrosudibio, 
Op.Cit, hlm 476. 

36 Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, hlm. 160 
37  Teguh Samudera, Op. Cit, hlm. 48 
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b. Kekuatan Pembuktian Formil 

 Kekuatan pembuktian formil ini didasarkan atas benar 

tidaknya ada pertanyaan oleh yang bertanda tangan di 

bawah akta itu. Kekuatan pembuktian ini memberi 

kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak 

menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta. 

 Misalnya antara A dan B yang melakukan hibah, 

mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam akta itu 

benar jadi pengakuan mengenai isi dari pernyataan itu. 

Atau dalam hal ini menyangkut pertanyaan, “benarkah 

bahwa ada pernyataan para pihak yang menandatangani “? 

 Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber 

atas kebiasaan dalam masyarakat, bahwa orang 

menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa 

hal-hal yang tercantum di atas tanda tangan tersebut adalah 

keterangannya.38  

c. Kekuatan Pembuktian Material 

 Kekuatan pembuktian material yaitu suatu kekuatan 

pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi 

                                                           
38 Ibid, hlm. 48 
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dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa 

peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-

benar telah terjadi. Jadi memberi kepastian tentang materi 

akta. 

 Misalnya A dan B mengakui bahwa benar hibah 

(peristiwa hukum) itu telah terjadi. 

 Dengan demikian berarti pembuktiannya bersumber 

pada keinginan agar orang lain menganggap isi 

keterangannya dan untuk siapa isi keterangan itu berlaku, 

sebagai benar dan bertujuan untuk mengadakan bukti buat 

dirinya sendiri. Maka dari sudut kekuatan pembuktian 

material, suatu akta hanya memberikan bukti terhadap si 

penanda tangan. Seperti halnya surat yang berlaku timbal 

balik juga membuktikan terhadap dirinya sendiri dari 

masing-masing si penanda tangan. 

1) Kekuatan Pembuktian Akta Otentik 

 Di dalam Pasal 165 HIR (Pasal 1870 dan 1871 KUH 

Perdata) dikemukakan bahwa akta otentik itu sebagai alat 
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pembuktian yang sempurna 39 ) bagi kedua belah pihak dan 

ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak 

darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta 

otentik yang merupakan bukti yang lengkap (mengikat) 

berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta 

tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut 

dianggap sebagai benar, selama kebenarannya itu tidak ada 

pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. 

a. Kekuatan pembuktian lahir akta otentik 

  Kekuatan pembuktian lahir dari akta, yaitu bahwa 

suatu surat yang kelihatannya seperti akta otentik, 

diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan 

sebagai akta otentik terhadap setiap orang sepanjang 

tidak terbukti sebaliknya.  

b. Kekuatan pembuktian formal akta otentik 

 Kekuatan pembuktian lahir dari akta, yaitu bahwa 

biasanya orang menandatangani suatu surat itu untuk 

                                                           
39  kata “sempurna” menurut hemat penulis sebaiknya diganti dengan kata “lengkap”, 

mengingat bahwa akta itu merupakan hasil karya manusia, tiada satu pun hasil karya manusia 
yang sempurna kecuali hasil ciptaan Tuhan. Maka untuk selanjutnya dalam skripsi ini penulis 
gunakan kata lengkap  untuk kata sempurna menurut penulis-penulis yang bukunya penulis 
baca dalam skripsi ini. Di kutip dari buku Teguh Samudera, hlm. 49  
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menerangkan bahwa hal-hal yang tersebut di atas tanda 

tangannya adalah benar keterangannya. 

 Karena bukan menjadi tugas pegawai umum 

(notaris) untuk menyelidiki kebenaran dari keterangan 

para penghadap yang dituliskan dalam akta. Maka 

dalam akta otentik yang berupa akta para pihak, apabila 

tanda tangan para penanda tangan telah diakui 

kebenarannya, berarti bahwa hal-hal yang tertulis dan 

telah diterangkan di atas tanda tangan para pihak adalah 

membuktikan terhadap setiap orang. Dan juga dalam 

akta otentik yang berupa akta berita acara, bahwa 

keterangan pegawai umum (notaris) itu adalah satu-

satunya keterangan yang diberikan dan 

ditandatanganinya. Jadi dalam hal ini yang telah pasti 

adalah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta 

keaslian tanda tangan, yang berlaku terhadap setiap 

orang. Dengan demikian maka kedua akta tersebut 

mempunyai kekuatan pembuktian formal. 
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c. Kekuatan pembuktian material akta otentik 

 Kekuatan pembuktian material dari akta, yaitu 

keinginan agar orang lain menganggap bahwa apa yang 

menjadi isi keterangan dan untuk siapa isi akta itu 

berlaku sebagai benar dan bertujuan untuk mengadakan 

bukti buat dirinya sendiri. 

 Dengan kata lain, keinginan agar orang lain 

menganggap bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan 

dalam akta adalah benar telah terjadi. Maka dalam akta 

otentik yang berupa akta para pihak, isi keterangan 

yang tercantum dalam akta hanya berlaku benar 

terhadap orang yang memberikan keterangan itu dan 

untuk keuntungan orang, untuk kepentingan siapa akta 

itu diberikan. Sedangkan terhadap pihak lain 

keterangan tersebut merupakan daya pembuktian bebas 

dalam arti kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada 

pertimbangan hakim. Sedangkan untuk akta otentik 

yang berupa akta berita acara, karena akta tersebut 

berisikan keterangan yang diberikan dengan pasti oleh 

pegawai umum saja (berdasarkan apa-apa yang terjadi, 
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dilihat, dan didengar), dianggap benar isi keterangan 

tersebut, maka berarti berlaku terhadap setiap orang. 

 Dengan demikian maka akta ini mempunyai 

kekuatan pembuktian material.    

2) Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan 

  Menurut ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata, jika akta 

di bawah tangan tanda tangannya diakui oleh orang 

terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta 

tersebut dapat merupakan alat pembuktian yang lengkap 

(seperti kekuatan pembuktian dalam akta otentik) terhadap 

orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya 

dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya. 

 Tentang pengakuan tanda tangan apabila dikemukakan 

di muka hakim, menurut Wirjono Prodjodikoro pengakuan 

itu berbunyi: “ tanda tangan ini betul tanda tangan saya dan 

isi tulisan adalah benar” 

a. Kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan 

 Menurut Pasal 1876 KUH Perdata seseorang yang 

terhadapnya dimajukan akta di bawah tangan, diwajibkan 

mengakui atau memungkiri tanda tangannya. Sedangkan 
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terhadap ahli waris cukup dengan menerangkan bahwa ia 

tidak mengakui tulisan atau tanda tangan tersebut. Apabila 

tanda tangan tersebut diingkari atau tidak diakui oleh ahli 

warisnya, maka menurut Pasal 1877 KUH Perdata hakim 

harus memerintahkan agar kebenaran akta tersebut 

diperiksa di muka pengadilan. Sebaliknya apabila tanda 

tangan itu hendak dipakai maka akta tersebut dapat 

mempunyai alat pembuktian yang lengkap terhadap para 

pihak yang bersangkutan, akan tetapi terhadap pihak lain, 

kekuatan pembuktiannya adalah bebas, dalam arti 

bergantung kepada penilaian hakim. 

 Dengan adanya pengakuan terhadap tanda tangan 

berarti bahwa keterangan akta yang tercantum di atas tanda 

tangan tersebut diakui pula. Hal ini dapat kita mengerti, 

karena biasanya seseorang yang menandatangani sesuatu 

surat itu untuk menjelaskan bahwa keterangan yang 

tercantum di atas tanda tangan adalah benar keterangannya. 

Karena ada kemungkinan bahwa tanda dalam akta di bawah 

tangan tidak diakui atau diingkari, maka akta di bawah 

tangan tidak mempunyai kekuatan bukti lahir.  
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b. Kekuatan pembuktian formal akta di bawah tangan 

 Seperti yang telah diterangkan pada kekuatan 

pembuktian luar akta di bawah tangan, yaitu apabila tanda 

tangan pada akta diakui berarti bahwa pernyataan yang 

tercantum di atas tanda tangan tersebut diakui pula, maka 

di sini telah pasti terhadap setiap orang bahwa pernyataan 

yang ada di atas tanda tangan itu adalah pernyataan si 

penanda tangan. 

 Jadi akta di bawah tangan mempunyai kekuatan 

pembuktian formal. 

c. Kekuatan pembuktian material akta di bawah tangan 

 Disini juga menyangkut ketentuan Pasal 1875 KUH 

Perdata yang telah dikemukakan di atas dan secara singkat 

dapat dikatakan bahwa diakuinya tanda tangan pada akta 

di bawah tangan berarti akta tersebut mempunyai kekuatan 

pembuktian lengkap. Jadi berarti bahwa isi keterangan 

akta tersebut berlaku pula sebagai benar terhadap si 

pembuat dan untuk siapa pernyataan itu dibuat. Dengan 

demikian akta di bawah tangan hanya memberikan 

pembuktian material yang cukup terhadap orang untuk 
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siapa pernyataan itu diberikan (kepada siapa si penanda 

tangan akta hendak memberikan bukti). Sedangkan 

terhadap pihak lainnya kekuatan pembuktiannya adalah 

bergantung kepada penilaian hakim (bukti bebas).  

 Fungsi dari akta hibah adalah sebagai syarat untuk menyatakan 

adanya suatu perbuatan hukum, sebagai alat pembuktian dan sebagai 

alat pembuktian satu-satunya.40 

Suatu akta hibah dapat memenuhi sekaligus lebih dari satu fungsi 

(seperti dikatakan tadi semuanya ada tiga fungsi). Akta di bawah 

tangan atau akta formalitatis causa (sebagai syarat pokok) 

mempunyai juga daya pembuktian, dan akta hibah yang ditentukan 

sebagai satu-satunya alat bukti hibah tentu saja mempunyai daya 

pembuktian. 

B. Ketentuan Akta hibah menurut Notaris dan PPAT 

1. Akta Hibah Menurut Notaris 

Di tanah air kita, notariat sudah dikenal semenjak Belanda 

menjajah Indonesia. Karena notariat adalah suatu lembaga yang sudah 

dikenal dalam kehidupan mereka. Tetapi lembaga ini terutama 

                                                           
40  A. Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa Menurut KUH Perdata Belanda, Nederland: 

PT Intermasa, 1967, hlm. 54 
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diperuntukkan guna mereka sendiri karena undang-undang maupun 

karena sesuatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum yang 

berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang Hukum Perdata, ialah 

Burgerlijk Wetbook (B.W) atau sekarang umumnya disebut Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata. 

a. Definisi Notaris 

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN 

Nomor 30 Tahun 2004), notaris didefinisikan sebagai pejabat 

umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan 

kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. 

b. Kewenangan Notaris 

Kewenangan notaris, menurut Pasal 15 UUJN adalah membuat 

akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang 

diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang 

dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam 

akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, 

menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, 

semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga 

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain 
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yang ditetapkan oleh undang. Notaris memiliki wewenang pula 

untuk: 

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 

surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. 

b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar 

dalam buku khusus. 

c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa 

salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan 

digambarkan dalam surat yang bersangkutan. 

d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat 

aslinya. 

e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 

pembuatan akta. 

f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau 

g. Membuat akta risalah lelang 

c. Akta Notaris 

Akta notaris adalah akta otentik yang merupakan alat bukti 

tertulis dengan kekuatan pembuktian sempurna. Dalam penjelasan 

umum UUJN disebutkan bahwa akta notaris yang merupakan akta 

otentik memiliki kekuatan sebagai alat bukti tertulis yang terkuat 
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dan terpenuh. Dengan demikian apa yang dinyatakan dalam akta 

notaris harus dapat diterima, kecuali pihak yang berkepentingan 

dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di 

hadapan persidangan pengadilan.41 

Dalam Pasal 38 Undang-undang No.30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris, bentuk dan sifat akta terdiri atas: 42 

(1) Setiap akta Notaris terdiri atas: 
a. Awal akta atau kepala akta; 
b. Badan akta; dan 
c. Akhir atau penutup akta. 

(2) Awal akta atau kepala akta memuat: 
a. Judul akta; 
b. Nomor akta; 
c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan 
d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. 

(3) Badan akta memuat: 
a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, 

pekerjaan, jabatan, 
b. Kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang 

yang mereka wakili;43 
c. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; 
d. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari 

pihak yang berkepentingan; dan 
e. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, 

jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi 
pengenal. 

(4) Akhir atau penutup akta memuat: 
a. Uraian tentang pembacaan akta sebgaimana dimaksud 

dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau pasal 16 ayat (7); 

                                                           
41 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Yogyakarta: Ull Press, 

2009, hlm. 19 
42 Ibid, hlm 237  
43  Yang dimaksud dengan “kedudukan bertindak penghadap” adalah dasar hukum 

bertindak. 
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b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat 
penandatanganan atau penerjemah akta apabila ada; 

c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, 
jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi 
akta; dan 

d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam 
pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang 
dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian. 

(5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat 
Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat 
nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang 
mengangkatnya. 

 

Berbagai akta yang biasa atau sering dibuat di hadapan atau 

oleh Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, dalam persoalan 

akta hibah salah satunya akta-akta yang menyangkut hukum 

perorangan (personen recht), Burgerlijk Wetboek (BW) Buku I 

yaitu hibah yang berhubungan dengan perkawinan dan 

penerimanya (harus otentik/Pasal 176 dan 177 BW),  

Kemudian akta-akta yang menyangkut hukum perikatan 

(verbintenissen recht), Burgerlijk Wetboek Buku III salah satunya 

membahas tentang berbagai hibah (Pasal 1666 dan seterusnya 

BW), untuk tanah dengan akta PPAT (harus otentik/Pasal 1682 

BW) 
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d. Syarat-syarat Akta Hibah 

Adapun syarat membuat akta hibah, dalam Pasal 39 UUJN 

tentang akta hibah adalah: 

(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah 

menikah; dan 
b. Cakap melakukan perbuatan hukum. 

(2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan 
kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling 
sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap 
melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) 
penghadap lainnya. 

(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan 
secara tegas dalam akta.44 
 

Saksi sebagaimana termaksud, harus memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah 
menikah; 

b. Cakap melakukan perbuatan hukum; 
c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta; 
d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan 
e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah 

dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat 
dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris 
atau para pihak.45 

  

                                                           
44  Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, hlm. 237-238 
45  Pasal 39 ayat (2) UUJN Tentang Akta Notaris 
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2. Akta hibah menurut Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

Di dalam pelaksanaan administrasi pertanahan data pendaftaran 

tanah yang tercatat di Kantor Pertanahan harus selalu sesuai dengan 

keadaan atau status sebenarnya mengenai bidang tanah yang 

bersangkutan, baik yang menyangkut data fisik mengenai bidang tanah 

tersebut, maupun mengenai hubungan hukum yang menyangkut 

bidang tanah itu, atau data yuridisnya. Dalam hubungan dengan 

pencatatan data yuridis ini, khususnya pencatatan perubahan data 

yuridis yang sudah tercatat sebelumnya, peranan PPAT sangatlah 

penting. Menurut ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan dan pembebanan 

hak atas tanah hanya dapat didaftar apabila dibuktikan dengan akta 

PPAT.46   

a. Definisi PPAT 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum 

yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik 

mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak-hak atas tanah 

atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 

                                                           
46  Biro Hukum dan Humas Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Jabatan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah, hlm. 24 
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Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai 

bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai 

hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Oleh 

karena itu batal atau dibatalkan, akta PPAT yang bersangkutan 

tidak berfungsi lagi sebagai bukti perbuatan hukum tersebut. 

Dalam pada itu apabila suatu perbuatan hukum dibatalkan sendiri 

oleh pihak-pihak yang bersangkutan sedangkan perbuatan hukum 

itu sudah didaftar di Kantor Pertanahan, maka pendaftaran tidak 

dapat dibatalkan. Perubahan data pendaftaran tanah menurut 

pembatalan perbuatan hukum itu harus didasarkan atas alat bukti 

lain, misalnya putusan Pengadilan atau akta PPAT mengenai 

perbuatan hukum yang baru.47 

b. Tugas Pokok dan Kewenangan PPAT 

Pasal 2 UUJN tentang Tugas pokok dan kewenangan PPAT 

dalam ayat (1) dijelaskan:  

(1) Tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan 
pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah 
dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas 
tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan 
dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran 
tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 

(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
sebagai berikut: 

                                                           
47 Ibid, hlm. 117 
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a. Jual beli; 
b. Tukar menukar; 
c. Hibah; 
d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng); 
e. Pembagian harta bersama; 
f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak 

Milik; 
g. Pemberian Hak Tanggungan; 
h. Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.48 

 
 

c. Bentuk-bentuk Akta 

Bentuk-bentuk akta yang dipergunakan di dalam pembuatan 

akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 ayat (1) dan (2) dan 

cara pengisiannya sebagaimana tercantum pada lampiran 16 s/d 23, 

akta hibah terdapat pada lampiran 18. Adapun pelaksanaan 

pembuatan akta hibah dalam pasal 101 UUJN menyebutkan 

bahwa: 

(1) Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang 
melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang 
yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-
kurangnya 2 orang saksi yang menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku memenuhi syarat untuk 
bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum, yang 
memberi kesaksian antara lain mengenai kehadiran para pihak 
atau kuasanya, keberadaan dokumen-dokumen yang ditujukan 
dalam pembuatan akta, dan telah dilaksanakannya perbuatan 
hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan. 

                                                           
48  Ibid, hlm 166 
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(3) PPAT wajib membacakan akta kepada para pihak yang 
bersangkutan dan memberi penjelasan mengenai isi dan 
maksud pembuatan akta, dan prosedur pendaftaran yang harus 
dilaksanakan selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.49 

 

 

                                                           
49 Ibid , hlm. 170 


